Lam piran I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 163/PMK.03/2008

TENTANG H PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
D AN BANGUNAN SEHUBUNGAN
DENGAN LUAPAN LUMPUR
SIDOARIJO

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARIJO

MENTERI KEUANGAN,

Menim bang

a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) atas nam a W ajib Pajak L (2) nomor . (3) tanggal

.(4) yang diterim a KPPBB/KPP Pratama*)

....... (5) berdasarkan tanda tarima nNOM OF ....iiiiiiiiiiiiiniiiiiiinenenennennns o(6)

tanggal dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam
laporan hasil penelitian pengurangan BPHTB LK T 2 T (8) tanggal
..................................... (9), perlu menetapkan keputusan atas perm ohonan pengurangan BPHTB

dim aksud;

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud pacla huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sehubungan Dengan

Luapan Lum pur Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lem baran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tam bahan

Lem baran Negara Nomor 3988);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.3/2008 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan Sehubungan Dengan Luapan Lum pur Sidoarjo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARIJO.

PERTAMA

Mengabulkan/Menolak*) permohonan pengurangan BPHTB yang terutang kepada W ajib Pajak

Nam a L e e e e e e (10)
N P W P e (11)
Alamat e e e e e e e e e (12)

Nom or L e e e e e e e e (13)

Tanggal L e e e e e (14)

untuk tanah dan/atau bangunan

NOP ittt e ra e e heree i e et ety (15)
Alamat e e e e e e e e e (16)
Desa/Kelurahan*) L e e e e e e e e (17)
Kecam atan L e e e e i (18)
Kabupaten/Kota*) e e e e e e (19)
Provinsi L e e e e e e e s (20)
Sebesar ........ (21) % (.vvvvnnnnnnnn. (22) persen) dari BPHTB yang terutang.
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KEDUA

Besarnya BPHTB yang harus dibayar atas penetapan sebagaim ana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai

berikut
a. BPHTB yang terutang
b. Besarnya pengurangan
[T (21) X RP e it (24))
c. Jumlah BPHTB yang harus dibayar (a-b)
[P
KETIG A

)(27)

RID eettete et e (23)
R D ettt e (25)
RD ettt e (26)

Apabila di kem udian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan

tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan Menteri Keuangan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan disampaikan kepada

1. Menteri Keuangan;
72 * k),
3. W ajib Pajak.

Keterangan
*) coret yang tidak perlu

* k) salinan disampaikan kepada

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan

Ditetapkan di .....oooiiiiiiiiiiiiiiii i (28)
pada tanggal ...oooiiiiiiiiiii i (29)
a.n. MENTERI KEUANG AN
..................................................... (30)
..................................................... (31)
I (32)

langsung apabila yang menerbitkan Surat Keputusan

adalah Kepala KPPBB atau Kepala KPP Pratama, atau Kepala KPPBB atau Kepala KPP Pratama apabila yang
menerbitkan Sural Keputusan adalah DirekturJenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak.

www.peraturanpajak.com

Page

2

info@peraturanpajak.com




PETUNJUK PENGISIAN FORMATKEPUTUSAN
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARIJO

Angka (1) : D iisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.

Angka (2) H D iisi dengan nama W ajib Pajak (W P).

Angka (3) : D iisi dengan nomor surat permohonan W P.

Angka (4) H D iisi dengan tanggal surat perm ohonan WFP.

Angka (5) H D iisi dengan nama KPPBB atau KPP Pratama yang menerima permohonan W P.
Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan

Angka (7) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan.

Angka (8) : D iisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan BPHTB.

Angka (9) Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan BPHTB.

Angka (10) : D iisi dengan nama W P.

Angka (11) D iisi dengan Nomor Pokok W ajib Pajak.

Angka (12) : D iisi dengan alam at W P.

Angka (13) : Diisi dengan nom or Akta Jual Beli atau Risalah Lelang atas tanah dan/atau bangunan yang

diperoleh haknya.

Angka (14) : Diisi dengan tanggal Akta Jual Beli atau Risalah Lelang atas tanah dan/atau bangunan yang
diperoleh haknya.

Angka (15) : D iisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka (16) : D iisi dengan alam at tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.

Angka (17) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan letak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
Angka (18) H Diisi dengan nama Kecam atan letak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
Angka (19) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota letak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
Angka (20) : D iisi dengan nama Provinsiletak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.

Angka (21) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.

Angka (22) H D iisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.

Angka (23) : D iisi dengan nom inal BPHTB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.

Angka (24) : D iisi dengan salah satu

a. Dalam hal NPOP sama atau lebih sedikit dari hasil ganti rugi, diisi dengan nom inal BPHTB
yang terutang sebagaimana angka 23; atau

b. Dalam hal NPOP Ilebih banyak dari hasil ganti rugi, diisi dengan nominal BPHTB yang

terutang berdasarkan hasil ganti rugi.

Angka (25) H D iisi dengan nom inal pengurangan dengan angka.

Angka (26) : D iisi dengan nom inal BPHTB yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
Angka (27) D iisi dengan nom inal BPHTB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.

Angka (28) Diisi dengan kota tem pat Surat Keputusan diterbitkan.

Angka (29) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan.

Angka (30) : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.
Angka (31) : D iisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

Angka (32) : D iisi dengan NIP Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

M ENTERI KEUANGAN

ttd.

SRIMULYANI INDRAWATI
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